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RINGKASAN 

 

Penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG 

PENGISIAN PENJABAT BUPATI MENURUT KETENTUAN PASAL 34 

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG 

PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN 

JEMBER)”, ini ditulis dengan latar belakang pemberhentian sementara Bupati 

dan Wakil Bupati Jember karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi. 

Pemberhentian sementara ini menyebabkan kekosongan jabatan di Kabupaten 

Jember. Menyikapi hal tersebut Gubernur Jawa Timur mengusulkan Teddy 

Zarkasih sebagai penjabat bupati dengan pertimbangan pimpinan DPRD kepada 

Mendagri. Penetapan Penjabat Bupati Jember berdasarkan SK Mendagri Nomor 

131.35-1020 ini mendapatkan pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat 

termasuk anggota DPRD. Hal ini disebabkan penetapan Penjabat Bupati Jember 

dianggap tidak prosedural karena pertimbangan hanya diberikan oleh pimpinan 

DPRD bukan DPRD secara kelembagaan. 

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah pengisian 

Penjabat Bupati di Kabupaten Jember sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, apakah pengisian 

penjabat bupati tersebut sah serta apa akibat hukum dari pengisian Penjabat 

Bupati di Kabupaten Jember. 

 Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, mengkaji 

dan menganalisa kesesuaian pengisian Penjabat Bupati Kabupaten Jember 

berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan pengisian Penjabat Bupati 

Kabupaten Jember serta untuk mengetahui akibat hukum dari pengisian Penjabat 

Bupati di Kabupaten Jember. 

 Tipe penelitian adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan 

berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataaan yang ada dalam 

masyarakat mengenai sesuatu yang diteliti. Pendekatan masalah menggunakan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan 
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hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum 

digunakan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif. 

Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengisian penjabat 

bupati berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, keabsahan pengisian penjabat bupati serta akibat hukum 

yang timbul dari adanya pengisian penjabat bupati. 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Pengisian Penjabat Bupati di 

Kabupaten Jember sudah sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004. Pertimbangan yang hanya diberikan oleh pimpinan DPRD 

bukan DPRD secara kelembagaan tidak membatalkan SK Mendagri tentang 

pengisian Penjabat Bupati di Kabupaten Jember. Sehingga SK Mendagri ini tetap 

sah berlaku sampai ada keputusan yang membatalkannya. Akibat hukum yang 

timbul yaitu Penjabat Bupati Jember memimpin pemerintahan di Jember sampai 

adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap 

Bupati dan Wakil Bupati Jember yang diberhentikan sementara serta adanya 

keputusan yang membatalkan pengangkatan Penjabat Bupati Jember ini. 

Saran yang dapat disumbangkan adalah Pimpinan DPRD Jember sebelum 

memberikan suatu pertimbangan maupun kebijakan hendaknya harus mengerti 

dan memahami aturan hukum dan akibat hukum yang akan ditimbulkan. Sehingga 

meminimalisir adanya pro dan kontra seperti yang terjadi dalam pengisian 

Penjabat Bupati Jember ini. Serta dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung 

yang menolak kasasi yang diajukan oleh penuntut umum atas putusan bebas 

MZA. Djalal dari Pengadilan Negeri Surabaya maka Gubernur Jawa Timur harus 

segera melakukan langkah hukum sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 

yaitu dengan mengusulkan pengaktifan kembali Bupati Jember kepada Mendagri. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah  Negara Hukum.
1
 Konsekuensi logis dari hal itu 

adalah tingkah laku masyarakat maupun penyelenggaraan negara diatur dalam 

sebuah norma-norma atau aturan yang kemudian lebih dikenal sebagai Hukum 

Positif (hukum yang berlaku di Indonesia saat ini).
2
 Di dalamnya terkandung 

pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, 

dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan dan pembatasan kekuasaan menurut 

sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-

jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip 

peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga 

negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk 

terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.
3
  Dalam paham 

Negara Hukum demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri 

dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi.
4
 Salah satu ciri 

negara demokrasi adalah melaksanakan pemilihan umum (pemilu) untuk 

membentuk pemerintahan, atau mengisi jabatan-jabatan kenegaraan atau 

pemerintahan (pangreh).
5
 

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah 

provinsi yang tiap-tiap provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, 

kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan yang masing-masing memiliki 

kepala daerah sebagai kepala pemerintahan. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang 

                                                             
1 Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 

 
2 Kunthi Dyah Wardani.2007.Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta:UII 

Press.hlm.1 

 
3 Jimly Asshidiqie.2010.Konstitusi dan Kontitusionalisme Indonesia. Jakarta:Sinar 

Grafika.hlm. 57 

 
4
 Ibid 

 
5 Widodo Ekatjahjana.2009.Bunga Rampai Masalah Hukum Pemilu di Indonesia,Konsep 

Hukum Pemilu, dan Asas-asas Hukum yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. 

Universitas Jember:Fakultas Hukum. hlm. 2. 


